Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ \216/XII/SU/LG.00/2023/BNN

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MUSEUM
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan
pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan baik;

bahwa dalam mengoptimalkan pemberian layanan Museum di
lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu ditetapkan standar
pelayanan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Pelayanan
Museum Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional
Nomor & Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Narkotika Nasional.
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
STANDAR PELAYANAN MUSEUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Standar pelayanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang
selanjutnya disebut sebagai Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan di lingkungan Museum Badan
Narkotika Nasional.

Jenis pelayanan di Lingkungan Museum Badan Narkotika Nasional
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Museum Badan
Narkotika Nasional.

Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud memuat komponen
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery) meliputi :

a. Persyaratan;

Sistem, mekanisme dan prosedur

Jangka waktu pelayanan;

Biaya/tarif;

Produk pelayanan; dan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

Standar Pelayanan di Museum Badan Narkotika Nasional meliputi
standar pelayanan;

a. Pelayanan Kunjungan Tamu;
b. Pelayanan Kunjungan Museum.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

~ 0 00O

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Desember 2023

a.n. KEPALA BA NARKOTIKA NASIONAL

TANTAN SULISTYANA, S.H., S.LK., M.M.




BADAN NARKOTIKA NASIONAL LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN - KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ 1238 /XII/SU/LG.00/2023/BNN
TANGGAL : b DESEMBER 2023

STANDAR PELAYANAN

KUNJUNGAN MUSEUM

1. | Persyaratan

Persyaratan Administratifiteknis pengguna:

1

Mengirimkan surat pemohonan dari instansi bersangkutan dengan
datang langsung atau melalui surel; atau datang langsung tanpa surat
permohonan

penutup

2. Melapor ke petugas pelayanan untuk didata
3. Maksimal kunjungan 1 jam
4. Mematuhi tata tertib yang berlaku di area Museum Badan Narkotika
Nasional
i 5. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan
z [ Sistem, 1. Petugas keamanan menyampaikan salam
| Mekanisme, | 2 Petugas keamanan mengarahkan pengunjung menuju petugas layanan
dan informasi
Prosedur 3. Petugas layanan informasi menyampaikan salam menanyakan maksud
kedatangan
4. Petugas layanan informasi mengisikan data diri pengunjung dan
menukar tanda pengenal dengan /D Card Visitor BNN
5. Petugas layanan mengarahakan tempat-tempat yang bisa dikunjungi
6. Bagi pengunjung yang memeriukan pemandu selama kunjungan dapat
! meminta kepada petugas layanan informasi museum
; 7. Petugas layanan informasi berkoordinasi kepada pemandu museum
} 8. Pemandu melayani pengunjung selama keliling museum
l 9. Petugas layanan informasi mengucapkan terima kasih dan salam
\
|

10. Tamu mengisi form saran dan kritik

R RO ..,




2 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ \2A8/X11/SU/LG.00/2023/BNN
TANGGAL : =] DESEMBER 2023
SOP PELAYANAN MUSEUM
Pelaksana
No. Kegiatan Petugas Ket
Pengunjung Kﬁa?::n Layanan
Informasi
1 |Petugas keamanan menyapa dan
mengarahkan pengunjung ke tempat (-—j
yang sudah disediakan
2 |Mengarahkan pengunjung ke meja
layanan informasi/ resepsionis E

3 |Petugas Keamanan mengantar

pengunjung ke Museum E‘Ij

4 |Menyampaikan salam dan menanyakan I

maksud kedatangan

5 |Mengisi data diri pengunjung

6 |Menunjukan tempat-tempat yang bisa
dikunjungi, apabila membutuhkan ;
pemandu akan dikoordinasikan dengan E ]
pemandu

7 |Mengucapkan terima kasih dan salam
penutup J

8 |Pengunjung berkeliling Museum

Jangka Maksimal 1 jam
Waktu

Pelayanan

Produk Kunjungan Museum

Pelayanan




3 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ 138 /XII/SU/LG.00/2023/BNN
TANGGAL : S DESEMBER 2023

2. Inspektur Utama BNN.

Penanganan | Layanan Langsung :
Pengaduan, | Kantor Museum Badan Narkotika Nasional
saran dan JL. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Kramat Jati
(masukan | jacarta Timur 13630, Indonesia
Layanan Tidak Langsung :
Telepon - +62 (21) 8087-1566 | +62 (21) 8087-1567
Call Center : 184
Web - https://bnn.go.id
Ditetapkan di . Jakarta
pada tanggal 3 5 Desember 2023
a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA
Tembusan : TANTAN SULISTY A, S.H,, S.LK., M.M.
1. Kepala BNN,;




KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/ 128  /XII/RO/LG.00/2022/ROUM
TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BNN

Menimbang - a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Standar Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat . a. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional,

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repubiik indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,;

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
E-Tendering.
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STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BNN

Standar Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum
Sekretariat Utama BNN sebagaimana tercantum daiam
lampiran Keputusan ini

Standar pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Biro
Umum Settama BNN meliputi ruang lingkup pelayanan:
Pelayanan Helpdesk (layanan dan dukungan);
Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Calon Penyedia;
Pelayanan Pembuatan Akun Admin Agency:;

Pelayanan Pelatihan e-procurement,

Pelayanan Bidding Room;

Pelayanan Pengadaan Barang/jasa;

Pelayanan Konsultasi Pengadaan.

@0 ooT

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/peiaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan adanya perubahan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Salinan ini disampaikan kepada:

Sekretaris Utama BNN,

Inspektur Utama BNN.

Kepala Biro Perencanaan Settama BNN.
Para Pejabat Pembuat Komitmen.
Pejabat/personil yang bersangkutan.

B g 0D =

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2 Desember 2022

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama

iy O

Tantan'§ ullstyan S.H, S.L.K.




BADAN NARKOTIKA NASIONAL LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN x KEPALA BNN
NOMOR _: KEP/* /XII/RO/LG.00/2022/ROUM
TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

1. Standar Pelayanan Helpdesk (Layanan dan Dukungan)
a. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO | KOMPONEN URAIAN

1 | Persyaratan Pengguna (Satuan Kerja dan Penyedia) agar menyiapkan
pelayanan pertanyaan terkait permasalahan pada pengadaan
barang/jasa
2 | Sistem, 1. Pengguna menyampaikan pertanyaan melalui LPSE
Mekanisme dan Support, telepon, email atau datang langsung (walk in
Prosedur user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in
user):
- Melapor pada resepsionis/ security dan mengisi
buku tamu

- Bagian Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau

permasalahan yang dihadapi pengguna
3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat telepon dan
email:

- Helpdesk akan menerima telepon, email dari
pengguna

- Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau
permasalahan yang dihadapi pengguna; atau

4. Untuk pertanyaan yang disampaikan melalui LPSE

Support :

- Helpdesk akan menjawab tiket dari pengguna. Jika
dapat diselesaikan maka tiket ditutup. Sebaliknya
jika tiket belum bisa diselesaikan Helpdesk
melakukan eskalasi ke Admin PPE

- Admin PPE menerima dan membuka tiket dari
Helpdesk. Jika dapat diselesaikan maka tiket
ditutup dan disampaikan ke Helpdesk untuk
diinformasikan ke pengguna. Namun bila tiket
belum bisa diselesaikan maka Admin PPE
melakukan eskalasi ke Helpdesk LKPP

5. Setiap pertanyaan dan jawaban yang disampaikan
akan dicatat dan ditayangkan pada FAQ LPSE

3 | Jangka waktu Jangka waktu penyelesaian 1-24 jam sesuai dengan
penyelesaian tingkat permasalahan yang dihadapi oleh pengguna
layanan
4 | Biayaltarif Tidak ada biaya atas jasa pelayanan (Gratis)
5 | Produk Pemecahan masalah yang dialami oleh pengguna layanan

pelayanan pengadaan baik oleh Satuan Kerja maupun penyedia




6 | Penanganan a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
Pengaduan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:
Saran dan
Masukan LPSE BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jalan MT. Haryono Nomor 11
Cawang Jakarta Timur 13630

b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
melalui email: [pse@bnn.go.id

c. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
melalui telepon: (021) 8087 1566

d. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
melalui SPSE:
https://Ipse.bnn.go.id/eproc4/

7 | Waktu Pada jam pelayanan :
Pelayanan - Senin - Kamis :08.00 - 16.00 WIB
- Jum’at - 08.00 - 16.30 WIB
b. Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
NO | KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum a. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional,

c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Narkotika Nasional Nomor § Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

2 | Sarana, a. Ruang konsultasi
prasarana, b. PC/Laptop
dan/atau fasilitas |c. Printer

d. Internet
e. ATK
f. Meja dan kursi




g. AC
h. CCTV
3 | Kompetensi a. Memiliki integritas
pelaksana b. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
efektif
c. Mampu mengoperasikan MS Office, web browser dan
aplikasi SPSE
4 | Pengawasan Pengawasan dilakukan berjenjang dari Kabag Logistik dan
internal Pengadaan untuk kemudian diteruskan kepada Kepala
Biro Umum serta Sekretaris Utama
5 | Jumlah Helpdesk LPSE pada UKPBJ Badan Narkotika Nasional
pelaksana berjumlah 4 orang.
6 | Jaminan a. Pakta integritas pegawai
pelayanan b. Maklumat pelayanan
7 | Jaminan a. Memastikan Standar Pelayanan berjalan dengan baik
keamanan dan dan sesuai dengan 14 komponen Standar Pelayanan
keselamatan b. Pelayanan yang sesuai dengan 14 komponen Standar
pelayanan Pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan publik
yang memadai
8 | Evaluasikinerja |a. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama
pelaksana b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); atau
c. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)
2. Standar Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Calon Penyedia
a. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)
NO | KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan Bagi penyedia yang akan mengajukan pendaftaran/
pelayanan registrasi dan verifikasi perusahaan wajib menyampaikan

dokumen sebagai berikut :

1. Surat kuasa bagi pembawa dokumen selain Direktur,
dibuat di atas kertas dengan kop perusahaan
ditandatangani Direktur/Pemilik Perusahaan dan
penerima kuasa, dibubuhi stempel perusahaan dan
bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. KTP elektronik Direktur/Pemilik Perusahaan (asli dan

salinan)

NPWP perusahaan (asli dan salinan)

4. Surat ljin Usaha Perusahaan (SIUP) / Surat Izin Jasa
Konstruksi (SIUJK)/ Izin Usaha / SBU sesuai bidang
masing-masing (asli dan salinan)

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk
Berusaha (NIB) (asli dan salinan)

6. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
terakhir (asli dan salinan)

w




7. Surat keterangan domisili usaha (SITU) (asli dan

salinan)

8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

(asli dan salinan)

Untuk keperluan penggantian Email :
Wajib menyertakan surat permohonan penggantian
Email yang ditandatangani Direktur/  Pemilik
Perusahaan, dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) dan stempel perusahaan

Untuk keperluan penggantian alamat perusahaan :
Wajib menyertakan surat permohonan penggantian
alamat perusahaan yang ditandatangani Direktur/
Pemilik Perusahaan, dibubuhi materai Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan stempel perusahaan

Untuk keperluan penggantian NPWP Perusahaan :
Wajib menyertakan surat permohonan penggantian
NPWP vyang ditandatangani Direktur/ Pemilik
Perusahaan, dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) dan stempel perusahaan

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Registrasi dan verifikasi pendaftaran :

1. Penyedia melakukan pendaftaran/registrasi online
pada aplikasi SPSE

2. Penyedia melakukan konfirmasi balasan yang dikirim
oleh aplikasi SPSE melalui email penyedia.

3. Penyedia melengkapi data pada form yang harus
dilengkapi pada aplikasi SPSE

4. Penyedia datang ke LPSE, melapor pada
resepsionis/security dan mengisi buku tamu pada jam
pelayanan

5. Verifikator memeriksa apakah penyedia sudah pernah
terdaftar di LPSE lain

6. Verifikator menerima dan memeriksa permohonan
pendaftaran penyedia

7. \Verifikator melakukan penolakan atau persetujuan
permohonan pendaftaran melalui aplikasi SPSE

Penggantian email, alamat, dan NPWP:

1. Penyedia datang ke LPSE, melapor pada
resepsionis/security dan mengisi buku tamu

2. Verifikator menerima dan memeriksa berkas
permohonan penggantian email atau alamat atau
NPWP penyedia

3. Verifikator melakukan perubahan email atau alamat
atau NPWP penyedia







